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ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat 

(6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), 

Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

 

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), 

UU No. 6 Tahun 2014,  

 

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Pengertian Desa, Penataan 

Desa, Kewenangan Desa,Pemerintahan Desa, Keuangan Dan Kekayaan 

Desa, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan 

Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, 

Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan 

kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, 

badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa 

dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat 

atau sebutan lain. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan 

Desa, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai 

tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah 

Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, 

besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi 

kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus 

sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan 

perangkat Desa. Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan 

Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari 

APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 



provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, 

penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa 

 

 

CATATAN :-       Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 

2014.  

-      Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

-   Penjelasan 20 hlm 

 

  



 


